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Pandemi COVID-19 dijadikan sebagai peluang bagi penyelenggara fintech p2p lend-
ingdyang tidak bertanggung jawab, khususny fintech p2p lending ilegal. Fintech p2p
lending ilegal melakukan “predatory lending” atau praktik pemberian pinjaman yang
mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi
borrower selaku konsumen. Permasalahan tersebut akan dikaji dengan mengguna-
kan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukan hadirnya “pred-
atory lending” yang dilakukan oleh fintech p2p lending karena kurangnya literasi
keuangan dan pemutusan kerja dimasa pandemi COVID-19. Perlu peran semua
kalangan dalam meningkatkan kesadaran hukum, meningkatkan literasi keuangan
agar masyarakat lebih bijak dalam memilih fintech p2p lending. Diharapkan seluruh
penyelenggara fintech p2p lending dapat merealiasikan amanat pemberian perlind-
ungan hukum kepada konsumennya berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016,
kewajiban menerapkan tiga prinsip dasar penyelenggaraan fintech p2p lending
sesuai “Pedoman Perilaku” yang disusun oleh AFPI, dan OJK sebagai reguFator serta
pengawas fintech p2p lending dapat memberikan rasa aman bagi konsumen. Kemu-
dian, OJK perlu membangun sistem pengawasan dan penegakan aturan yang efektif
untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Abstract

Pandemic COVID-19 was used as an opportunity for the organizers of the irrespon-
sible p2p lending fintech, specialized fintech illegal p2p lending. Fintech lllegal p2p
lending performs “predatory lending” or lending practices that impose unreasonable
terms, conditions, interest, and/or expenses for borrower as a consumer. These issues
will be examined using normative legal research methods. In this normative legal
research. This research shows the presence of “predatory lending” conducted by fin-
tech p2p lending due to a lack of financial literacy and job termination during the
COVID-19 pandemic. The role of all parties is needed in increasing legal awareness,
increasing financial literacy so that people are wiser in choosing p2p lending fintech.
Itis hoped that all fintech p2p lending organizers can realize the mandate of providing
legal protection to consumers based on POJK No.77/POJK.01/2016, the obligation to
implement the three basic principles of organizing fintech p2p lending according to
the “Code of Conduct” compiled by AFPI, and OJK as a regulator and supervisor fin-
tech p2p lending can provide security for consumers. Then, OJK needs to build an ef-
fective system of supervision and enforcement to improve business actor compliance.
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1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah mengu-
bah peradaban manusia dan meningkatkan
kemampuan produksi baik secara kualitas
maupun kuantitas. Setiap temuan teknologi
menjadi batu pijakan terhadap teknologi ter-
dahulu. Dalam kemunculan teknologi baru
pada revolusi industri, tentu akan secara fun-
damental mengubah cara kerja dan gaya hi-
dup masyarakat. Jika menilik revolusi industri
dari masa ke masa, Revolusi Industri 1.0 ter-
jadi melalui penemuan mesin uap untuk me-
kanisasi produksi (Rohida, 2018). Memasuki
abad ke-19, Revolusi Industri 2.0 ditandai
dengan penemuan listrik dan produksi ja-
lur perakitan. Pada tahun 1970-an, Revolusi
Industri 3.0 dimulai melalui otomatisasi se-
luruh proses produksi tanpa pendampingan
manusia. Memasuki abad ke-21, kita sedang
menerapkan Revolusi Industri 4.0, yang me-
rupakan pengembangan lebih jauh teknolo-
gi internet dan koneksi jaringan (Idayanti et
al., 2019). Dalam era Revolusi Industri 4.0,
teknologi internet memudahkan komunika-
si antarmanusia dan manusia dengan mesin
yang tidak lagi dibatasi ruang dan waktu (Pra-
tolo, 2020). Dalam era digital ini, komunikasi
bukan lagi antar manusia atau antar manusia
dan mesin, tetapi antara mesin dan mesin.

Perkembangan teknologi di era digital
atau Revolusi Industri 4.0 telah menyentuh
hampir sebagian besar aspek kehidupan, la-
hirnya inovasi-inovasi terbaru berbasis tekno-
logi semakin tak terbendung, tak terkecuali
dalam bidang keuangan yang ditandai den-
gan financial technology (fintech) (Auliani,
2018). Hadirnya sektor fintech di Indone-
sia telah merambah ke berbagai sektor jasa
keuangan seperti pembayaran, peminjaman
online (lending), perencanaan keuangan
(personal finance), investasi ritel, pembiayaan
(crowdfunding), uang elektronik (e-money),
dan lain-lain (Ignatyuk et al., 2020; Setiawan
& Maulisa, 2020; Suryono et al., 2019). Fe-
nomena penggunaan fintech adalah akibat
adopsi dunia digital yang berkembang pesat.
Di Indonesia, penggunaan fintech dengan
bentuk dasar peer to peer lending (fintech p2p
lending) menjadi sebuah “trend” dan telah
merubah pola konsumsi masyarakat disektor

keuangan (Sugiarto & Disemadi, 2020). Fin-
tech p2p lending menyediakan kesempatan
bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke
‘bank tradisional” untuk memperoleh pinja-
man dengan metode yang lebih sederhana
dan tanpa harus mendatangi langsung ke ge-
rai bank (Benuf, Priyono, Mahmudah, Badriy-
ah, Rahmanda & Soemarmi, 2020). Tentunya
hal ini memberikan kemudahan bagi masy-
arakat berpenghasilan rendah, serta masya-
rakat yang tinggal dipedesaan. Dilain pihak,
tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya
pengalaman mengenai jasa keuangan digital
menjadikan kelompok masyarakat ini lebih
berisiko terkena praktik penipuan atau prak-
tik peminjaman pemangsa yang saat ini dike-
nal dengan sebutan predatory lending (Sulei-
man, 2021).

Sisi positif pemamfaatkan fintech p2p
lending adalah metode pembiayaan atau pe-
minjaman mulai bergeser ke arah digitalisasi
(Fitriani, 2018; Wahyuni, 2020), perubahan
ini tentunya terjadi secara perlahan namun
pasti. Fintech p2p lending adalah pilihan serta
solusi bagi masyarakat untuk mempermudah
dalam proses meminjam uang atau pembia-
yaan tanpa harus mendatangi langsung lem-
baga keuangan konvensional seperti perban-
kan. Pengalaman kemudahaan masyarakat
yang ditawarkan fintech p2p lending jauh le-
bih mudah yaitu meminjam uang hanya me-
lalui “website” atau “mobile phone”, dimana
konsumen bisa mengonfirmasi hanya melalui
sistem dan melakukannya di mana saja. Ke-
mudahan lain fintech p2p lending di era Re-
volusi industri 4.0 yakni mampu memangkas
biaya produksi pada layanan jasa keuangan
konvensional (perbankan), biaya transpor-
tasi, komunikasi sehingga transaski pinjam
meminjam uang lebih efektif (Machrusyah
et al., 2020). Inovasi yang dihadirkan mela-
lui fintech p2p lending ini membidik sisi pe-
nawaran konsumen dengan keuntungan efi-
siensi dan produktivitas jangka panjang.

Dewasa ini fintech p2p lending sebagai
konsekuensi era Revolusi industri 4.0 dinilai
mengalami hambatan atau tantangan terha-
dap pertumbuhan serta perkembanganya.
Salah satu tantangannya adalah hadirnya
pandemi COVID-19 di Indonesia. COVID-19
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atau Coronavirus Disease 2019 adalah peny-
akit yang berasal dari salah satu kota di China
yaitu kota Wuhan (Prananda, 2020; Sun et
al., 2020). Penyakit COVID-I9 adalah infeksi
terhadap pernafasan manusia yang penye-
barannya saat ini tidak hanya di China saja
melainkan menyebar keseluruh belahan du-
nia, termasuk Indonesia. Mengingat belum
ditemukannya vaksin atau obat yang efektif
untuk menaggulangi pandemic COVID-19,
maka dari itu langkah-langkah pencegahan
termasuk mengendalikan sumber penularan,
deteksi dini pasien, memotong transmisi,
dan melindungi populasi yang rentan adalah
hal-hal yang terpenting untuk dilakukan (Di-
semadi & Shaleh, 2020; Maclntyre & Wang,
2020; Xu et al., 2020; Yunus, 2020).

Penyebaran COVID-19 yang begitu ce-
pat dikarenakan kemampuan penularannya
adalah dari “manusia ke manusia” sehingga
menimbulkan bank korban meninggal. Hal
ini menjadi suatu urgensi bagi pemerintah
maupun pihak-pihak terkait untuk memben-
tuk kebijakan guna penanganan secara cepat
dan tepat (Nafees & Khan, 2020). Karena se-
jatinya COVID-19 ini bukan hanya sebatas
menjadi sebuah penyakit semata, melainkan
sudah menjadi pandemi bagi seluruh ma-
syarakat dunia karena tingkat penyebaran,
keparahan, dan kelambatan penaggulangan
COVID-19 (World Health Organization,
2020). Indonesia adalah salah satu negara
yang mengambil kebijakan penanggulangan
pandemi COVID-19 dengan mempertim-
bangkan aspek perekonomian dengan mene-
rapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) (Rahmatullah, 2020). Kebijakan
ini lebih mengupayakan serta menganjurkan
masyarakat untuk melakukan physical distan-
cing atau social distancing yaitu pembatasan
terhadap kegiatan-kegiatan yang mampu
mengumpulkan banyak orang (Rahmatullah,
2020). Kebijakan ini dinilai seperti “pedang
bermata dua” yaitu disatu sisi dapat meny-
elamatkan masyarakat melalui himbauan
preventif agar tidak terjangkit COVID-19,
akan tetapi disatu sisi lain kebijakan tersebut
dinilai turut mengganggu stabilitas keuangan
masyarakat Indonesia karena berkurang-
nya pendapatan serta adanya pemutusan
kerja oleh perusahaan sehingga meningkat-

kaan angka pengangguran (Anwar, 2020;
Juaningsih, 2020; Kasnelly, 2020; Mardian-
syah, 2020). Adanya pemutusan kerja yang
mengakibatkan menurunya kondisi ekonomi
dapat dilihat pada presentase perusahaan
yang mengurangi pegawai, contohnya “peru-
sahaan industri pengolahan sebesar 52.23%,
perusahaan konstruksi sebesar 51.37%, peru-
sahaan akomodasi dan makan minum sebe-
sar 50.52%, perusahaan air dan pengelolaan
sampah sebesar 18.79%, perusahaan jasa
keuangan 18.26%, dan perusahaan listrik
dan gas sebesar 15.30%". Berdasarkan sektor
usaha, maka tiga sektor usaha yang paling ter-
dampak pandemi adalah “sektor usaha ako-
modasi dan makan minum sebesar 92.47%,
jasa lainnya 90.90%, dan transportasi dan
pergudangan sebesar 90.34%". Selain itu,
hasil survei dampak COVID-19 terhadap pe-
laku usaha yang dilakukan Badan Pusat Sta-
tistik menunjukan terdapat empat Provinsi di
Indonesia yang perusahaannya mengalami
penurunan pendapatan paling tinggi, yaitu
“Provinsi Bali sebesar 92.18%, DI Yogyakarta
sebesar 89.69%, Banten sebesar 86.91% dan
DKI Jakarta sebesar 86.55%" (Badan Pusat
Statistik, 2020).

Terganggunya stabilitas keuangan ma-
syarakat inilah yang dijadikan sebagai pelu-
ang bagi pelaku-pelaku “predatory lending”
untuk mengembangkan bisnisnya. Pasalnya
lewat layanan fintech p2p lending, konsu-
men yang akan mengajukan pinjaman tidak
perlu bertemu atau berhadapan secara lang-
sung karena layanan fintech p2p lending su-
dah mengandalkan teknologi digital melalui
“website” atau “mobile phone” (Kohardinata
et al., 2020; Pranoto et al., 2019). Dalam
penelitian ini yang dimaksud sebagai “preda-
tory lending” adalah penyelenggara fintech
p2p lending yang tidak memiliki izin dan/
atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
Indonesia. Disebutkan sebelumnya bahwasa-
nya hadirnya predatory lending dikarenakan
minimnya pendidikan masyarakat khususnya
di pedesaan, dan kurangnya pengalaman
mengenai jasa keuangan digital menjadikan
masyarakat ini lebih mudah (bersiko) untuk
terkena penipuan. Praktik predatory lending
biasanya memberikan pendanaan dengan
tingkat bunga berlebihan, melakukan pe-
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nagihan yang agresif, serta menyalahgunakan
data pribadi konsumen (Suleiman, 2021).
Adapun contoh kasus terkait penagihan seca-
ra agresif yang dilakukan fintech p2p lending
dialami oleh konsumen berinisial “M” yang
mendapatkan terror dari debt collector fin-
tech p2p lending (Santia, 2021).

Penelitian terdahulu mengenai peny-
elenggaraan fintech p2p lending telah bany-
ak dilakukan seperti oleh Kornelius Benuf,
Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono pada
tahun 2019 yang mengkaji keamanan data
nasabah fintech dalam perspektif perlindun-
gan konsumen di Indonesia (Benuf et al.,
2019); Nuzul Rahmayani pada tahun 2018
yang berfokus pada perlindungan konsumen
terkait pengawasan terhdapa pelaku bisnis
fintech (Rahmayani, 2018); Raden Ani Eko
Wahyuni dan Bambang Eko Turisno pada ta-
hun 2019 yang mengkaji praktik fintech p2p
lending ilegal dalam perspektif etika bisnis di
Indonesia (Wahyuni & Turisno, 2019); dan
oleh Ahmad Ridha Jafar pada tahun 2019
yang berfokus pada fungsi pengawasan Oto-
ritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap fintech
p2p lending sebagai upaya perlindungan
konsumen (Jafar, 2019). Berbeda dengan
beberapa penelitian sebelumnya, penelitian
ini lebih berfokus mengkaji fenomena pre-
datory lending selama pandemic COVID-19
dalam penyelenggaraan fintech p2p lending
di Indonesia. Penelitian saat ini dimaksudkan
dapat berkontribusi sebagai literatur dan juga
literasi keuangan bagi masyarakat khususnya
konsumen fintech p2p lending di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini  menggunakan jenis
penelitian hukum normatif (doctrinal). Je-
nis pendekatan yang digunakan pada pen-
elitian doctrinal ini adalah statute approach
dan conseptual approach. Pendekatan pe-
rundang-undangan merupakan pendekatan
yang mengacu pada ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan terkait penyelenggaraan
fintech p2p lending. Pendekatan konseptu-
al merupakan pendekatan yang digunakan
untuk memahami teori dan konsep-konsep
yang dapat dijadikan landasan penelitian
ini. Penelitian ini juga didasarkan pada ha-

sil penelitian yang telah dilakukan terdahu-
lu. Data yang digunakan pada penelitian ini
adalah data sekunder yang terbagi atas bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier yang diperoleh melalui
teknik pengumpulan studi kepustakaan (lib-
rary research) yang kemudian data tersebut
dianalisis secara deskriptif- kualitatif. Penala-
ran yang digunakan adalah penalaran yang
bersifat deduksi yang pada akhirnya akan da-
pat dipergunakan untuk memecahkan per-
masalahan yang bersifat khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

Hadirnya Fintech P2P Lending sebagai
Konsekuensi Revolusi Industri 4.0 di Indo-
nesia

Di Indonesia, Revolusi Industri 4.0 ber-
dampak pada cara industri beroperasi dan
cara industri melayani konsumen khususnya
di industri keuangan saat inu. Lincah dan ce-
pat beradaptasi adalah kunci keberhasilan
industri keuangan meraih keberhasilan. Ala-
san mengapa industri keuangan harus men-
gadopsi Revolusi Industri 4.0 adalah (Faspay,
2019): a). Meningkatkan efisiensi. Dengan
pemanfaatan mesin dan proses industri yang
mengadopsi otomatisasi, perusahaan sebagai
pelaku industri keuangan dapat mengam-
bil keputusan lebih cepat dan seluruh pro-
ses bisnis menjadi efisien. Otomatisasi akan
menghasilkan efisiensi serta kualitas produk
atau layanan yang tinggi; b). Menciptakan
kesempatan berinovasi. Revolusi Industri 4.0
memberi pengetahuan lebih tentang proses
pembuatan produk, rantai distribusi, kinerja
bisnis, dan bahkan produk yang dibuat. Ini
menciptakan peluang untuk berinovasi baru
bagi industri keuangan, baik itu mengubah
proses bisnis, mengembangkan produk baru,
mengoptimalkan rantai pasokan, dan pelu-
ang lainnya; c). Meningkatkan pengalaman
customer. Revolusi Industri 4.0 menghadi-
rkan peluang untuk meningkatkan efisiensi
dan pengalaman konsumen. Salah satu ke-
mudahan yang dilahirkan oleh Revolusi In-
dustri 4.0 adalah menghadirkan pengalaman
menggunakan jasa layanan keuangan secara
online melalui “website” atau “mobile pho-
ne” yang membuat konsumen tidak perlu ke-
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luar rumah untuk mendapatkan barang dan/
atau jasa yang diinginkan; dan d). Mengu-
rangi biaya operasional. Keunggulan lainnya
yang ditawarkan oleh Revolusi Industri 4.0
adalah berkurangnya biaya operasional pe-
rusahaan layanan jasa keuangan dikarenakan
berkurangnya kebutuhan akan tenaga manu-
sia dan juga meningkatkan efektivitas peng-
gunaan bahan dalam proses produksi. Hal ini
tentunya akan membantu proses optimalisasi
biaya operasional perusahaan secara keselu-
ruhan.

Revolusi Industri 4.0 yang ditandai
dengan kecanggihan teknologi melalui in-
terkoneksi mesin-mesin dan sistem diharap-
kan dapat menghadirkan performa optimal
bagi pelaku industri keuangan dan juga da-
pat memberikan pengalaman yang baru bagi
konsumen (Machrusyah et al., 2020). Feno-
mena inovasi di industri jasa keuangan telah
merubah landscape industri jasa keuangan
secara global. Keseluruhan perubahan ini
mendorong munculnya fenomena baru yang
disebut financial technology atau fintech. Fin-
tech merupakan hasil inovasi serta kolabo-
rasi antara jasa keuangan dengan teknologi
sehingga mengubah model bisnis dari kon-
vensional menjadi digital. Secara sederhana,
fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan
perkembangan teknologi informasi untuk
meningkatkan layanan di industri keuangan.

Fintech merupakan suatu bentuk ino-
vasi penting industri keuangan di era Revo-
lusi Industri 4.0 yang berkembang dengan
cepat, didorong oleh pemerataan ekonomi,
regulasi yang menguntungkan, dan teknolo-
gi informasi. Fintech menjanjikan ekosistem
baru diindustri keuangan dimana dengan
biaya rendah dan dapat memberikan laya-
nan keuangan yang berkualitas dan mencip-
takan lingkungan keuangan yang lebih bera-
gam dan stabil. Diketahui bahwa ekosistem
fintech merupakan bentuk kolaborasi antara
pemerintah, lembaga keuangan, dan pen-
gusaha. Dalam kolaborasi ini ini diharapkan
dapat membentuk nilai maupun jaringan ni-
lai berdasarkan kebutuhan dan tujuan kon-
sumen (Rumondang et al., 2019). Ekosistem
fintech berperan penting dalam memelihara
inovasi teknologi yang diperlukan guna mem-

buat pasan dan sistem keuangan menjadi le-
bih efisien dan meningkatkan pengalaman
konsumen secara keseluruhan, maka dari
itu perlu adanya ketentuan atau pengaturan
terhadap penyelenggaran fintech itu sendiri
(Winarso et al., 2020).

Di Indonesia, sistem pembayaran
diatur dalam “Peraturan Bank Indonesia
No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pemba-
yaran (PBI No.22/23/PBI/2020” aturan ini
adalah tindak alnjut dari upaya reformasi
pengaturan sistem pembayaran di Indoen-
sia. Berdasarkan tujuannya, diharapkan ha-
dirnya PBI ini akan “meperkuat pengaturan
mengenai acces policy, penyelenggaraan,
termasuk konsepsi sumber dana dan akses
kesumber dana untuk pembayaran, inovasi
teknologi sistem pembayaran, penegmbagan
struktur, sampai dengan exit policy yang akan
didukung dengan penguatan dan penyela-
rasan fungsi dan kewenangan Bank Indone-
sia terkait perizinan, pengawasan, serta data
dan/atau informasi yang terintegrasi”. Salah
satu yang memberikan dampak terhadap
efisiensi dan menjadi keandalan sistem pem-
bayaran adalah hadirnya fintech itu sendiri.
Operasinal fintech secara umum telah dile-
galkan di Indonesia berdasarkan Peraturan
Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI
No.19/12/PBI/2017). Pasal 1 angka 1 PBI
No.19/12/PBI/2017 menyebutkan fintech
adalah penggunaan teknologi dalam sistem
keuangan yang menghasilkan produk, laya-
nan, teknologi, dan/atau model bisnis baru
serta dapat berdampak pada stabilitas mone-
ter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efi-
siensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan
sistem pembayaran. PBI No.19/12/PBI/2017
juga menyebutkan beberapa kriteria fintech
yaitu a) bersifat inovatif; b) dapat berdampak
pada produk, layanan, teknologi, dan/atau
model bisnis finansial yang telah eksis; c) da-
pat memberikan manfaat bagi masyarakat; d)
dapat digunakan secara luas; dan e) kriteria
lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan PBI No.19/12/PBl1/2017,
pertimbangan diterbitkan peraturan ini ada-
lah a). “Perkembangan teknologi dan sistem
informasi terus melahirkan berbagai inovasi
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yang berkaitan dengan teknologi finansial”;
b). “Perkembangan teknologi finansial di satu
sisi membawa manfaat, namun di sisi lain
memiliki potensi risiko”; c). “Ekosistem tek-
nologi finansial perlu terus dimonitor dan di-
kembangkan untuk mendukung terciptanya
stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan,
serta sistem pembayaran yang efisien, lancar,
aman, dan andal untuk mendukung pertum-
buhan ekonomi nasional yang berkelanjutan
dan inklusif”; d). “Penyelenggaraan teknologi
finansial harus menerapkan prinsip perlin-
dungan konsumen serta manajemen risiko
dan kehati-hatian”; dan e). “Respons kebija-
kan Bank Indonesia terhadap perkemban-
gan teknologi finansial harus tetap sinkron,
harmonis, dan terintegrasi dengan kebija-
kan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indo-
nesia”. Maka dapat dikatakan tujuan pener-
bitan PBI No.19/12/PBI/2017 adalah “untuk
mengatur penyelenggaraan fintech agar men-
dorong inovasi dibidang keuangan, dengan
menerapkan perlindungan konsumen serta
manajemen risiko dan kehati-hatian guna
tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas
sistemen keuangan, dan sistem pembayaran
yang efisisen, lancar, aman, dan andal”.

Pasal 3 ayat 1 PBI No.19/12/PBI/2017
penyelenggaraan fintech dikategorikan ke
dalam: “a) sistem pembayaran; b) pendu-
kung pasar; ¢) manajemen investasi dan ma-
najemen risiko; d) pinjaman, pembiayaan,
dan penyediaan modal; dan e) jasa finansial
lainnya”. Berdasarkan bentuk dasar peny-
elenggaraan fintech tersebut maka fintech
p2p lending adalah bagian yang juga diatur
dalam PBI No.19/12/PBI/2017. Di Indone-
sia, fintech p2p lending diatur juga dalam
“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informa-
si” (POJK No. 77/POJK.01/2016). Di dalam
aturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan men-
gatur berbagai hal yang harus ditaati oleh
penyelenggara bisnis fintech p2p lending, Se-
hingga dapat melindungi kepentingan konsu-
men terkait keamanan dana dan data, serta
kepentingan nasional terkait pencegahan
pencucian uang dan pendanaan terorisme,
serta stabilitas sistem keuangan.

Bisnis fintech p2p lending merupakan
inovasi finansial dengan sentuhan teknologi
modern, bisnis fintech p2p lending meman-
faatkan perkembangan teknologi informasi
untuk menciptakan inovasi baru di sektor
jasa keuangan, yang lebih cepat dan mudah
digunakan. Fintech p2p lending didedikasi-
kan untuk sektor jasa keuangan dan sedang
berkembang untuk memanfaatkan seluruh
teknologi yang digunakan dalam industri jasa
keuangan dan bukan hanya inovasi baru.
Fintech p2p lending merupakan layanan jasa
keuangan yang terbuka kepada seluruh masy-
arakat, fintech p2p lending menggabungkan
semua inovasi di bidang jasa keuangan yang
telah dilaksanakan melalui perkembangan
baru dalam teknologi. Kegiatan usaha dari
bisnis fintech p2p lending adalah Layanan
Jasa Keuangan secara elektronik. Sehingga
apabila dilihat dari fungsi Otoritas Jasa Keu-
angan (OJK) yaitu menyelenggarakan sistem
pengaturan dan pengawasan yang terinteg-
rasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan maka bisnis fintech p2p
lending merupakan bisnis yang diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasrakan Pasal 6, “Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (UU OJK)”, yang menyatakan bah-
wa “OJK melaksanakan tugas pengaturan
dan pengawasan terhadap: a). Kegiatan jasa
keuangan di sektor Perbankan; b). Kegiatan
jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c).
Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuran-
sian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,
dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Ber-
dasarkan Pasal 6 tersebut maka bisnis fintech
p2p lending termasuk yang diawasi oleh OJK;,
karena bisnis fintech p2p lending yang meru-
pakan penyelenggara layanan jasa keuangan
secara elektronik adalah pengembangan lay-
anan jasa keuangan dari konvensional men-
jadi layanan jasa keuangan dengan meman-
faatkan teknologi informasi.

OJK yang tugasnya mengatur dan
mengawasi penyelenggaraan jasa keuan-
gan di Indonesia, juga mengatur dan men-
gawasi penyelenggaraan bisnis fintech p2p
lending di Indonesia. Oleh karena itu pada
tahun 2016 OJK mengeluarkan POJK No.

60

o3



Hari Sutra Disemadi, Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending...

77/POJK.01/2016. POJK ini mengatur men-
genai penyelenggaraan fintech p2p lending.
Layanan fintech p2p lending adalah peny-
elenggaraan layanan jasa keuangan untuk
mempertemukan pemberi pinjaman dengan
penerima pinjaman dalam rangka melakukan
perjanjian pinjam meminjam dalam mata
uang rupiah secara langsung melalui sistem
elektronik dengan menggunakan jaringan in-
ternet.

Layanan fintech p2p lending di Indo-
nesia memuat 3 (tiga) subyek hukum yaitu
lender, borrower, dan penyelenggara. Lender
(pemberi pinjaman) dan borrower (peneri-
ma pinjaman) berdasarkan Pasal 1 angka 9
POJK No. 77/POJK.01/2016 dikategorikan
sebagai pengguna atau konsumen layanan
fintech p2p lending. Borrower merupakan pi-
hak yang mempunyai utang karena adanya
perjanjian elektronik layanan fintech p2p
lending, sedangkan lender adalah pihak yang
mempunyai piutang karena perjanjian elekt-
ronik layanan fintech p2p lending. Penyeleng-
gara layanan keuangan melalui fintech p2p
lending adalah badan hukum Indonesia yang
menyediakan, mengoprasikan, serta menge-
lola fintech p2p lending itu sendiri. Merujuk
pada Pasal 2 POJK No.77/POJK.01/2016
maka badan hukum yang dimakasud dapat
berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Dapat dikatakan bahwa “borrower”
adalah pihak yang membutuhkan dana un-
tuk kepentingannya seperti usaha sedang-
kan “lender” atau investor adalah pihak yang
mempunyai modal yang ingin disalurkan ke-
pihak yang membutuhkan dana (borrower)
melalui penyelenggra fintech p2p lending
(Alwi, 2018). Seluruh perjanjian yang dibuat
antara para pihak dalam bagan tersebut ter-
tuang di dalam perjanjian atau kontrak elekt-
ronik. Pengaturan terkait dengan kontrak
elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17
Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),
dimana kontrak elektronik tersebut wajib di-
buat melalui “Sistem Elektronik”. Bersandar
pada Pasal 18 ayat (1) UU ITE, maka kekua-
tan hukum kontrak elektronik dalam penye-
lenggaraan fintech p2p lending adalah men-
gikat para pihak.

Di Indonesia, eksistensi fintech p2p
lending ditandai dengan hadirnya fintech
p2p lending sebanyak 161 penyelenggara
(Otoritas Jasa Keuangan, 2020a). 161 fintech
p2p lending telah terdaftar dan/atau berizin
oleh OJK berdasarkan Pasal 7 POJK No.77/
POJK.01/2016, fntechi p2p lending terbagi
atas 149 penyelenggara fintech p2p lending
dengan layanan secara konvensional dan 12
fntechi p2p lending dengan layanan yang di-
dasarkan pada prinsip syariah (Otoritas Jasa
Keuangan, 2020b). Akumulasi penyaluran
pinjaman oleh fntechi p2p lending secara na-
sional mencapai Rp. 106,06 Triliun; akumu-
lasi rekening borrower (penerima pinjaman)
secara nasional mencapai 24.770.306 reke-
ning; dan akumulasi rekening lender (pem-
beri pinjaman) secara keseluruhan menca-
pai 647.993 lender (Otoritas Jasa Keuangan,
2020b).

Pertumbuhan fintech p2p lending yang
diuraikan di atas, tentu saja tidak lepas dari
permasalahan-permasalahan yang ada, salah
satunya adalah mengenai maraknya “preda-
tory lending” yang tentunya dilakukan oleh
fintech p2p lending ilegal (tidak terdaftar dan/
atau berizin oleh OJK) selama pandemi CO-
VID-19. Maka dari itu, penelitian ini akan
mengkaji problematika tersebut.

Fenomena Predatory Lending selama
Pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh
Fintech P2P Lending llegal

Hadirnya pandemi COVID-19 mem-
buat setiap orang hidup dalam ketidakpasti-
an (uncertainty) baik secara nasional maupun
global, oleh karena itu dibutuhkan kemam-
puan untuk berinovasi dengan menciptakan
peluang bisnis yang sesuai dengan kondisi
saat ini. Dewasa ini, akibat pandemi terse-
but setiap negara dibelahan bumi diharuskan
merespon perubahan dan persaingan tek-
nologi secara terintegrasi dan komprehensif,
sehingga tantangan pandemic COVID-19 di
era Revolusi Industri 4.0 dapat dikelola men-
jadi peluang khususnya bagi pelaku fintech
p2p lending dalam menumbuh kembangkan
bisnisnya. Namun, hal ini tentunya dijadi-
kan peluang juga bagi pelaku atau penye-
lenggara fintech p2p lending ilegal. Namun,
hal ini tentunya dijadikan peluang juga bagi
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pelaku atau penyelenggara fintech p2p len-
ding ilegal. Berdasarkan Lampiran Il SP 03/
SWI/V/202 bulan Mei 2021 terdapat 86 fin-
tech p2p lending ilegal yang telah ditemukan
oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) (Otoritas
Jasa Keuangan, 2021).

Fintech p2p lending ilegal cenderung
menjadi pilihan masyarakat berpendapatan
rendah karena menyediakan akses pinjaman
cepat dengan syarat mudah. Maka dari itu,
fintech p2p lending ilegal sangat rentan me-
lakukan praktik “predatory lending”, karena
fintech p2p lending ini belum terdaftar dan/
atau memiliki izin OJK. Ketika sudah masuk
ke dalam ekosistem fintech p2p lending ile-
gal, konsumen akan terus-menerus men-
dapatkan penawaran melalui pesan singkat
yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi
fintech p2p lending ilegal (Aidha et al., 2019).

Hal tersebut mengindikasikan lemah-
nya perlindungan data pribadi konsumen
(Benuf et al., 2019). Taktik pemasaran agre-
sif melalui pesan singkat serta iklan di media
sosial dan website membuat konsumen ter-
giur sehingga memilih fintech p2p lending
ilegal sebagai jalan keluar cepat dari masalah
keuangan. Rendahnya literasi keuangan kon-
sumen dimanfaatkan oleh pelaku usaha fin-
tech p2p lending ilegal dengan memberikan
penawaran dana cepat yang dapat langsung
dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat
yang rumit. Beberapa jenis fintech p2p len-
ding ilegal bahkan hanya mensyaratkan foto
kartu identitas dan foto diri untuk pencairan
pinjaman. Sebagai konsekuensi, penyedia
jasa fintech p2p lending ilegal membebankan
bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi
dan memberatkan (Aidha et al., 2019). Di sisi
lain, penyedia jasa fintech p2p lending legal
yang telah terdaftar dan/atau mendapat izin
dari OJK lebih menerapkan prinsip kehati-
hatian. Konsumen harus melengkapi doku-
men slip gaji, NPWP (Nomor Pokok Wajib
Pajak), dan kartu keluarga untuk mengajukan
pinjaman dengan waktu pencairan 1-2 hari.
Fintech p2p lending legal patuh pada kode
etik AFPI (Asosiaasi Fintech Pendanaan Ber-
sama Indonesia) dan ketentuan OJK dengan
menetapkan bunga dan biaya layanan mak-
simum 0,8 persen per hari. Kepatuhan ini

didukung oleh kerasnya sanksi atas pelang-
garan yaitu dikeluarkan dari keanggotaan
AFPI dan pencabutan izin usaha oleh OJK
(Aidha et al., 2019). AFPI merupakan orga-
nisasi yang mewadahi pelaku usaha fintech
p2p lending di Indonesia. AFPI ditunjuk OJK
sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan
pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi di Indonesia, berdasarkan surat No.
S-5/D.05/2019.

AFPI menyebutkan beberapa ciri fin-
tech p2p lending yang dapat dikategorikan
melakukan predatory lending. Hal itu ter-
muat dalam “Pedoman Perilaku Pemberian
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi Secara Bertanggung Ja-
wab (Pedoman Prilaku) yang diterbitkan AFPI
tahun 2018”. Predatory lending berdasarkan
Pedoman Prilaku tersebut dinyatakan seba-
gai praktik pemberian pinjaman yang men-
genakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau
biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima
pinjaman (borrower).

Salah satu ciri fintech p2p lending yang
melakukan predatory lending adalah peneta-
pan syarat, ketentuan, atau biaya yang men-
gandung unsur tipu muslihat. Pemberi pinja-
man juga tidak memperhatikan kemampuan
penerima pinjaman untuk mengembalikan
pinjaman atau pinjaman kepada usaha kecil
dan menengah, pinjaman mikro, pinjaman
konsumen, pinjaman harian, dan/atau ben-
tuk pinjaman lainnya yang mengenakan sya-
rat, ketentuan, bunga, dan biaya-biaya yang
tidak wajar (Dwinanda, 2019). Ciri-ciri lain-
nya yang perlu diwaspadai adalah penetapan
jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi
suku bunga flat 0,8 persen per hari, serta pe-
netapan jumlah total biaya, biaya keterlam-
batan, dan seluruh biaya-biaya lainnya sebe-
sar maksimal 100 persen dari nilai prinsipal
pinjaman (Dwinanda, 2019).

Pandemi COVID-19 selain membe-
rikan peluang bagi bisnis fintech p2p len-
ding dalam mengembangkan bisnisnya juga
memberikan problematika baru yang harus
disikapi pihak-pihak terkait dalam penye-
lenggaraan fintech p2p lending di Indonesia
yakni maraknya praktik “predatory lending”
oleh fintech p2p lending ilegal. Problemati-
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ka tersebut diakibatkan menurunya kemam-
puan borrower dalam memenuhi prestasi
atas perjanjian kredit yang telah dilakukan
sebelum pandemi COVID-19 (melemahnya
kemampuan membayar utang debitur) bah-
kan sangat rentan akan wanprestasi. Hal ini
dikarenakan borrower atau masyarakat pada
umumnya tidak bisa bekerja seperti biasanya
yang mengakibatkan pekerjaan terganggu,
sehingga berpengaruh juga pada pendapa-
tannya, bahkan hingga pemutusan kerja oleh
perusahaan di tengah pandemi COVID-19
(Anwar, 2020; Juaningsih, 2020).

Maraknya “predatory lending” me-
nyebabkan diperlukannya “hukum” untuk
menjaga kepentingan tersebut, hukum se-
lain bertujuan memberikan solusi dalam
pemamfaatan teknologi dalam layanan jasa
keuangan seperti fintech p2p lending juga
bertujuan dalam memberikan perlindungan
terhadap konsumen pada layanan fintech
p2p lending yang melakukan “predatory len-
ding”. Sifat serta tujuan hukum salah satunya
adalah memberikan pengayoman (perlindun-
gan) kepada masyarakat (Disemadi & Prana-
ningtyas, 2019). Berdasarkan pada UUD NRI
1945 maka salah satu tujuan Negara Indone-
sia adalah untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo-
nesia. Boleh dikatakan, tujuan negara yang
termaktub dalam konstitusi negara Indonesia
adalah untuk menciptakan perlindungan hu-
kum terhadap hak setiap warga negara yang
perlu ditaati dan dilaksnakan sebagai identi-
tas bangsa yang berwawasan Pancasila (Khoi-
runisa et al., 2020). Perlindungan hukum
merupakan upaya dalam melindungi harkat
dan martabat serta pengakuan terhadap hak
warga negara sebagai manusia yang memili-
ki keanekaragaman hak bahkan kepentingan
(Attamimi et al., 2019).

Kepentingan warga negara yang men-
jadi permasalahan yang “urgen” terutama
terkait perlindungan konsumen (Benuf et al.,
2019). Hukum selain bertujuan memberikan
soslusi dan pemamfaatan teknologi dalam
layanan jasa keuangan seperti fintech p2p
lending juga bertujuan dalam memberikan
perlindungan terhadap konsumen (borrower
dan lender pada layanan fintech p2p lending)

(Kartika, 2020; Kohardinata et al., 2020).
Pada prinsipnya, seluruh masyarakat adalah
konsumen yang perlu memperoleh perlin-
dungan hukum sebagai bagian dari tujuan
hukum yang konsekuensi dari perlindungan
hukum tersebut untuk menjamin keadilan,
kepastian dan kemamfaatan bagi para pihak
(Basri, 2020), khususnya dalam penyeleng-
garaan fintech p2p lending dan bagi seluruh
masyarakat di Indonesia.

Sebagai upaya perlindungan preventif
terhadap borrower dari maraknya “predatory
lending” dan sebagai wujud mendukung lite-
rasi keuangan kepada masyarakat, POJK No.
77/POJK.01/2016 mewajibkan penyeleng-
gara fintech p2p lending wajib terdaftar dan/
atau berizin oleh OJK dan melakukan kegia-
tan sosialisasi dan edukasi keuangan. Berkaca
pada Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016,
Pasal tersebut mengatur prilaku fintech p2p
lending dalam memberikan perlindungan ter-
hadap konsumen dengan menerapkan prin-
sip transparansi; perlakuan yang adil; kean-
dalan; kerahasiaan dan keamanan data; dan
prinsip penyelesaian sengketa Pengguna se-
cara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
Selain kewajiban fintech p2p lending untuk
terdaftar dan/atau berizin, sebagai perlin-
dungan konsumen di Indonesia telah diatur
dalam “Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan” sebagai aturan khusus (lex specia-
lis) yang mengesampingkan aturan hukum
umum (lex generalis) yaitu “Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen” atau UU Perlindungan Konsu-
men. Hadirnya POJK No. 1/POJK.07/2013,
dikarenakan OJK sebagai regulator keuangan
dinilai lebih mampu dan lebih siap untuk
melakukan fungsi pengawasan dan pelaksa-
naan aturan dalam melindungi konsumen
khususnya konsumen fintech p2p lending.
Kewenangan OJK ini tertuang dalam “Pasal
5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 ten-
tang Otoritas Jasa Keunagn (UU OJK)” yang
menyebutkan “OJK berfungsi penyelenggara
sistem pengaturan dan pengawasan yang te-
rintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan”. Selain itu, das-
ar hukum kewenangan OJK ini juga di atur
dalam “Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018
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tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor
Jasa Keuangan” yang tentunya untuk tujuan
perlindungan konsumen. Adapun prinsip-
prinsip umum dalam UU Perlindungan Kon-
sumen yaitu transparansi, keadilan, layanan
yang bisa diandalkan, kerahasiaan dan per-
lindungan data pribadi, serta penaganan
pengaduan. Sedangkan aturan teknis atas
prinsip umum perlindungan konsumen yang
terdapat pada POJK No. 1/POJK.07/2013
adalah 1) Transparansi mencakup identitas
penyelenggara, kalkulasi bunga, biaya keter-
lambatan, dan skema pembayaran Kembali;
2) Pelanggaran strategi penawaran yang seca-
ra khusus mengeksploitasi kondisi keuangan
konsumen; 3) Kewajiban penyelenggara jasa
keuangan untuk menggunakan sistem, pro-
sedur, infrastruktur, dan sumber daya manu-
sia terpercaya dan professional; 4) Larangan
penyebaran data pribadi kepada pihak ketiga
tanpa seizin pengguna; dan 5) Penyelennga-
raan jasa keuangan diharuskan untuk memi-
liki unit khusus yang menangani pengaduan
konsumen.

Lebih lanjut lagi, AFPI juga telah men-
gatur kewajiban fintech p2p lending dalam
menyelenggarakan bisnisnya, yaitu kewajiban
menerapkan 3 (tiga) prinsip dasar yang ter-
dapat dalam “Pedoman Perilaku” yang disu-
sun oleh AFPI, yang tentunya sebagai upaya
pencegahan “predatory lending”. Tiga prin-
sip dasar, yaitu: a) Transparansi produk dan
metode penawaran produk layanan. Trans-
paransi atas produk dan metode penawaran
produk bertujuan untuk memberdayakan
pengguna yang mengajukan, memberikan,
menerima, dan mengelola pinjaman secara
sadar, memahami seluruh risiko yang terkait,
dan secara bertanggung jawab; b) Pencega-
han pinjaman berlebih. Setiap pinjaman wa-
jib ditawarkan dengan mempertimbangkan
dan menyesuaikan kemampuan ekonomi
Penerima Pinjaman untuk mengembalikan
pinjaman. Pemberian pinjaman secara berle-
bihan di luar kemampuan membayar Peneri-
ma Pinjaman dianggap sebagai praktik yang
tidak bertanggung jawab; dan c) Penerapan
prinsip itikad baik. Bahwa dalam memfasili-
tasi kegiatan penawaran dan pemberian pin-
jaman sebagai platform atau marketplace, se-
tiap penyelenggara tetap wajib menerapkan

prinsip itikad baik dengan memperhatikan
kepentingan seluruh pihak yang terlibat, ser-
ta tanpa merendahkan harkat dan martabat
pengguna.

Selain kewajiban penerapan tiga prin-
sip dasar penyelenggaraan fintech p2p len-
ding, “Pedoman Perilaku” yang disusun oleh
AFPl juga menyebutkan larangan terkait
“predatory lending”, yang diuraikan sebagai
berikut “Setiap penyelenggara fintech p2p
lending dilarang melakukan praktik pemberi-
an pinjaman yang tergolong sebagai “preda-
tory lending”; Predatory lending sebagaimana
dimaksud di atas adalah praktik pemberian
pinjaman yang mengenakan syarat, ketentu-
an, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak
wajar bagi borrower; dan Contoh predatory
lending antara lain: “1) penetapan syarat, ke-
tentuan, atau biaya yang mengandung unsur
tipu muslihat; 2) penetapan syarat, ketentu-
an, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak
memperhatikan kemampuan borrower untuk
mengembalikan pinjaman; atau 3) pinjaman
kepada usaha kecil dan menengah, pinjaman
mikro, pinjaman konsumen, pinjaman hari-
an, dan/atau bentuk pinjaman lainnya yang
mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan
biaya-biaya yang tidak wajar”.

Pedoman Prilaku ini juga menyebut-
kan sanksi bagi penyelenggara fintech p2p
lending yang tidak mematuhi ketentuan-ke-
tentuan dalam Pedoman Perilaku akan dike-
nakan sanksi. Penetapan sanksi dilaksanakan
sesuai prosedur pengenaan sanksi oleh Maje-
lis Etika Asosiasi setelah berkonsultasi dengan
OJK. Adapun sanksi-sanksi tersebut adalah
sebagai berikut:

a. Teguran tertulis;

b. Publikasi nama anggota dan ketentuan
yang dilanggar kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan kepada masyarakat;

c. Pemberhentian ~ sementara
keanggotaan Asosiasi; dan

d. Pemberhentian tetap dari keanggotaan
Asosiasi.

dari

Selain upaya preventif, terdapat upaya
perlindungan represif konsumen terhadap
praktik predatory lending dari fintech p2p
lending yang ilegal. Upaya ini salah satu con-
tohnya adalah dengan upaya pemblokiran
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dan penegakan hukum yang sejalan dengan
asas-asas perlindungan konsumen. Pada das-
arnya, payung hukum OJK dalam menjalan
upaya ini belum ada, namun terdapat Satgas
Waspada Investasi (SWI) yang dibentuk ber-
dasarkan “Keputusan Dewan Komisioner OJK
No. 01/Kdk.01/2015 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan
Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan
Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investa-
si” yang dapat melakukan upaya pembloki-
ran ini sebagai upaya represif perlindungan
konsumen fintech p2p lending ilegal. Ber-
kaca pada POJK No. 1/POJK.07/2013, per-
lindungan konsumen berdasarkan POJK ini
dinilai tidak mampu memberikan perlindun-
gan yang komprehensif terhdap konsumen.
Alasannya adalah, regulasi ini hanya seting-
kat POJK yang mengakibatkan penegakan
hukum terhadap fintech p2p lending ilegal
menjadi terbatas, contohnya adalah sanksi
yang masih sebatas sanksi administrasi beru-
pa pencabutan izin (Hatamia et al., 2019).
Tentunya berbeda dengan lembaga keuan-
gan perbankan atau asuransi yang memili-
ki payung hukum selevel undang-undang.
Dengan belum adanya regulasi yang mampu
melindungi konsumen fintech p2p lending,
dapat dikatakan factor ini (faktor hukum)
yang menjadi salah satu faktor yang mem-
pengaruhi belum berjalannya penegakan
hukum yang baik dalam permasalahan yang
dihadirkan fintech p2p lending seperti prak-
tif predatory lending. Oleh karenanya, dalam
meminimalkan permasalahan yang dihadapi
masyarakat saat ini, diperlukan adanya suatu
regulasi baru atas penyelenggaraan keuangan
digital.

4. Penutup

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dikelu-
arkan sebagai upaya mendukung pelayanan
jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah,
mudah, dan luas serta untuk meningkatkan
inklusi keuangan terhadap kalangan yang
“unbankable society”. Eksistensi fintech p2p
lending di Indonesia merupakan konsekuensi
hadirnya Revolusi Industri 4.0 saat ini, selain
itu pandemi COVID-19 saat ini dapat dijadi-
kan sebagai peluang bagi pelaku fintech p2p

lending untuk terus terus tumbuh dan ber-
kembang. Keberadaan fintech p2p lending
selain memberikan kemudahan bagi unban-
kable society yang sulit memperoleh dana
pada perbankan tidak luput dengan perma-
salahan-permsalahan baru seperti hadirnya
fintech p2p lending ilegal yang melakukan
“predatory lending” atau praktik pemberian
pinjaman yang mengenakan syarat, ketentu-
an, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak
wajar bagi borrower. Problematika “preda-
tory lending” disebabkan kondisi ekonomi
masyarakat, kurangnya literasi keuangan, ke-
jadian tak terduga (pemutusan kerja dimasa
pandemi COVID-19), dan hadirnya. Maka
dalam menyikapi problematika perlu peran
semua kalangan dalam meningkatkan kesa-
daran hukum, meningkatkan literasi keuan-
gan agar masyarakat lebih bijak dalam men-
gajukan permohonan pinjaman dan lebih
memilih fintech p2p lending yang legal. Di-
harapkan seluruh penyelenggara fintech p2p
lending dapat merealiasikan amanat pem-
berian perlindungan hukum kepada konsu-
mennya, kewajiban menerapkan tiga prinsip
dasar penyelenggaraan fintech p2p lending,
sesuai “Pedoman Perilaku” yang disusun oleh
AFPI dan OJK sebagai regulator serta penga-
was sektor jasa keuangan harus mampu me-
lindungi kepentingan konsumen untuk mem-
berikan rasa aman bagi konsumen dengan
memastikan penyelenggara fintech p2p len-
ding memberikan transparansi produk dan
metode penawaran; pencegahan pinajaman
berlebih; dan penerapan prinsip itikad baik
dan OJK perlu membangun sistem pengawa-
san dan penegakan aturan yang efektif un-
tuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
Kemudian, dalam meminimalkan permasala-
han yang dihadapi masyarakat saat ini, diper-
lukan adanya suatu regulasi baru atas peny-
elenggaraan keuangan digital. Terkait aktifitas
bisnis fintech p2p lending ilegal, diharapkan
SWI sebagai wadah koordinasi antar lemba-
ga dapat terus efektif dalam menangani kasus
fintech p2p lending ilegal yang masih berada
dalam wilayah abu-abu atau yang tidak be-
rada dalam kewenagan lembaga apapun ter-
masuk OJK.
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